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Visi  : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 

Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian 

VISI DAN MISI  

Pelayanan & Fasilitasi  Pengawasan, Pengendalian 
 & Evaluasi 

Memfasilitasi pengembangan industri   

Memfasilitasi promosi industri 

Memfasilitasi penerapan standardisasi 

Mengembangkan R&D di instansi dan industri 

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas  lembaga pendidikan 
dan pelatihan serta kewirausahaan 

•Mengembangkan kemampuan 
SDM yang kompeten 

 

SDM Perencanaan Organisasi & Ketatalaksanaan 

Membangun organisasi  
yang Profesional dan 

Probisnis 

Meningkatkan 
kualitas 

perencanaan dan 
pelaporan 

 

Informasi 

Membangun sistem 
informasi  industri 
yang terintegrasi & 

handal 

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan 
Kekayaan intelektual 

Dana 

Meningkatkan Sistem 
Tata Kelola Keuangan 

dan BMN yang 
profesional 

  

Mengoptimalkan budaya 
pengawasan pada unsur 
pimpinan dan staf 

Mengoptimalkan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dan 
efektifitas pencapaian kinerja 
industri 

Kokohnya faktor-
faktor penunjang 
pengembangan 

industri 

Meningkatnya Akses Pasar, 
Akses terhadap sumber 
investasi dan  Teknologi 

serta Kerjasama 
Internasional*) Kuat, lengkap  dan 

dalamnya Struktur  
industri 

Kokohnya basis industri industri manufaktur dan 
industri andalan masa depan menjadi tulang 

punggung perekonomian nasional Tingginya Nilai 
tambah 
industri  

Tersebarnya 
pembangunan 

industri 

Tingginya 
kemampuan 
inovasi dan 
penguasaan  

teknologi industri  

1 

2 

3 
4 

6 

5 

Mempersiapkan dan/atau 
Menetapkan Kebijakan dan produk 
hukum Industri  

Perumusan Kebijakan 

Menetapkan rencana strategis 
dan/atau pengembangan industri 
prioritas dan industri  andalan masa 
depan 

Menetapkan peta panduan 
pengembangan industri  

Mengusulkan insentif yang 
mendukung pengembangan ind 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Meningkatnya 
peran industri kecil 

dan menengah 
terhadap PDB 

7 

1. PETA STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

*) Catatan : telah memodifikasi SK. Menteri No. : 41/M-IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian 

Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian; karena ada SK organisasi yang baru No. 105/M-IND/PER/10/2010 
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Visi  : Membangun Industri Nasional berdaya saing global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025. 

Misi :  1. Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya yang telah ditandatangani maupun yang akan di bentuk di masa yang akan datang.  

            2.Meningkatkan daya saing industri dengan memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M). 

            3. Memfasilitasi industri nasional dari hambatan – hambatan akses pasar di luar negeri serta memfasilitasi industri yang terkena injury karena politik perdagangan yang tidak “fair”. 
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VISI DAN MISI  

Pelayanan & Fasilitasi  Pengawasan, Pengendalian 
 & Evaluasi 

Memfasilitasi kerja sama industri di fora internasional  

Memfasilitasi kerjasama teknik  LN 

Mengkoordinasikan dan berperan aktif di fora internasional 

•Meningkatkan kompetensi SDM 
dan budaya kerja aparatur 

SDM Perencanaan Organisasi & Ketatalaksanaan 

Membangun organisasi  yang 
Profesional dan Probisnis 

Meningkatkan kualitas 
perencanaan dan 

pelaporan 
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Informasi 

Membangun sistem 
informasi  kerjasama 
internasional yang 

terintegrasi & handal 

Dana 

Meningkatkan Sistem 
Tata Kelola Keuangan 

dan BMN yang 
Profesional 

  

Memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi kerja sama industri 

Mengefektifkan sistem 
pengendalian intern 

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan 
kerjasama internasional dan efektifitas 
pencapaiannya 

Meningkatnya 
Ketahanan Industri 

Nasional 

Terbantunya 
kepentingan industri 

Nasional untuk 
mengakses sumber 
daya industri secara 

efisien (5M) 

Meningkatnya Akses Pasar, Akses 
terhadap sumber investasi dan  

Teknologi serta Kerjasama 
Internasional 

1 
2 

Menyusun  arah Kebijakan Kerjasama 
Internasional di bidang industri 

Perumusan Kebijakan 

Memfasilitasi pertukaran informasi kebijakan, regulasi teknis terkait 
akses industri Menyusun rencana fasilitasi industri 

sesuai kesepakatan fora internasional 

 PETA STRATEGIS DITJEN KII 

Terlindunginya 
kepentingan industri dan 

Jasa industri dari pengaruh 
globalisasi (Multilateral, 

Bilateral, Regional) 

4 

Meningkatnya minat 
investasi industri dari 
luar negeri ke Dalam 

Negeri 

4 

Menyusun posisi dan strategi dalam 
perundingan internasional 

Menyusun pengaturan implementasi 
kerja sama Internasional, promosi 
investasi dan industri Memberikan pelayanan penyelesaian permasalahaan industri 

3 

Kuatnya Koordinasi dan 
Fasilitasi Pelaksanaan 
Kerja Sama Industri 

Internasional 

5 

5 
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2. VISI DAN MISI DITJEN KII 

Visi : 
“Membangun industri nasional berdaya saing global, dan 

mendominasi pasar global  
di tahun 2025” 

Misi : 

1) Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor 
industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara 
atau perjanjan – perjanjian lainnya yang telah ditandatangani 
maupun yang akan di bentuk di masa yang akan datang.  

2) Memfasilitasi industri nasional dari hambatan – hambatan akses 
pasar di luar negeri serta memfasilitasi industri yang terkena injury 
karena politik perdagangan yang tidak “fair”. 

3) Meningkatkan daya saing industri dengan memfasilitasi industri 
nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya 
industri (5M). 



Kebutuhan Penanganan Hambatan Akses dan Pengamanan Industri DN  
( Defensive and Offensive Action ) 

7 

Offensive Action 

Kemungkinan terhambatnya akses 
produk/ jasa industri ke pasar ekspor karena 
diberlakukannya kebijakan NTB / TBT oleh 
negara partner FTA 

Defensive Action 

Kemungkinan membanjirnya / serbuan impor 
barang industri yang berpotensi merugikan 
serta mengancam keberadaan industri barang 
sejenis di dalam negeri 

Antisipasi Pemberlakuan FTA : 

      MISI KE 1 & 2 



Penanganan akan Kebutuhan Akses terhadap Sumber Daya 
Industri (5 M) 

Bahan 
Baku / 

Penolong 

Peningkatan 

daya saing  

produk industri 

secara 

berkelanjutan 

 

   MISI KE-3 



Sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional adalah : 

 ñMeningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi, akses sumber daya industri 

serta Kerjasama Industri Internasionalò. 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional memiliki sasaran ï sasaran 

penunjang yang ingin dicapai yaitu : 

1. Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri yang mencakup 

bahan baku/penolong, tenaga profesional, teknologi, sumber pendanaan program, promosi pemasaran. 

Untuk mengembangkan industri manufaktur diperlukan dukungan sumber daya industri yang memadahi baik 

dari segi jumlah dan kwalitas. Sumber daya industri tersebut mencakup sumber daya manusia, dukungan 

permodalan, bahan baku yang diperlukan industri, teknologi yang up to date serta metode pengolahan industri 

yang efisien 

2. Penanganan industri secara preventif dalam menghadapi FTA, CECA, dsb; 

3. Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional; yakni upaya  untuk miningkatkan ketahanan industri nasional 

sehingga industri nasional dapat mempunyai ketahanan dalam menerima  pengaruh negatif dari perubahan 

global yang kompleks dan tidak dapat diperkirakan yang dapat mengganggu kelangsungan industry. 

4. Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, 

Regional); yakni daya upaya untuk mellindungi industri dan jasa industri melalui identifikasi dan 

memperjuangkan kepentingan industri di fora internasional serta memberikan  dukungan fasilitasi kepentingan 

industri dan jasa industri.  

5. Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri; Yakni daya upaya untuk menarik 

minat investasi asing di sektor industri melalui kegiatan temu usaha, pertemuan consultative dengan perwakilan 

Indonesia di Negara lain dan perwakilan Negara lain di Indonesia.   

6. Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Industri Internasional. Yakni daya upaya untuk 

mengkoordinasikan dan memfasilitasikan penganan kerjasama internasional agar implementasi kerjasama 

industri internasional dapat dilakukan dengan baik. 

7. Terciptanya koordinasi yang baik dalam hal promosi industri nasional di luar negeri. 
9 

3. SASARAN STRATEGIS 



 

N

o. 

 

KELUARAN 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

(IKU) 

 

SATUAN KPI 

TARGET 

 (s/d 2014) 

TARGET 

2012 

 

PENJELASAN IKU 

1. Meningkatnya Akses Pasar, 

Akses terhadap sumber 

investasi dan  Teknologi 

serta Kerjasama 

Internasional  

1. Jumlah kesepakatan 

investasi industri  
2. Jumlah kerjasama  

industri internasional  
3. Jumlah jejaring kerja 

internasional  

Kesepakatan 

Investasi 

Industri  

Kesepakatan  

Jejaring kerja  

8  

 

8 

 

64 

4 

 

4 

 

18 

Ada pernyataan resmi mengenai kesepakatan 

investasi 

Pernyataan resmi mengenai kesepakatan kerjasama 

di bidang industry 

Jumlah mitra untuk bekerjasama 

2. Terbantunya kepentingan 

industri Nasional untuk 

mengakses sumber daya 

industri secara efisien (5M) 

1. Jumlah Kerja sama 

Teknik  
2. Jumlah fasilitasi yang 

diberikan kepada 

negara yang 

bekerjasama  

Kerja sama 

Teknik  

Jumlah 

fasilitasi  

16 

 

96 

6 

 

26 

 

Kerjasama teknik yang diinisiasi oleh pihak Indonesia 

 

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan (yang dibuktikan 

laporan pertemuan, surat-surat) 

3. Meningkatnya Ketahanan 

Industri Nasional  

Laporan penanganan kasus   Laporan  15 3 Laporan penanganan kasus-kasus yang merugikan 

industri dalam negeri karena adanya adanya 

kesepakatan 

4.  Terlindunginya kepentingan 

industri dan Jasa industri 

dari pengaruh globalisasi 

(Multilateral, Bilateral, 

Regional) 

Jumlah kebijakan  

perlindungan industri dalam 

kerjasama industri 

internasional  

Kebijakan  8 3 Rumusan kebijakan mengenai hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri 

sebagai akibat dari implementasi kesepakatan 

internasional terkait dengan sektor industri.    

5. Meningkatnya minat 

investasi industri dari luar 

negeri ke Dalam Negeri  

Jumlah permintaan  

kesepakatan investasi 

langsung  asing  pada jenis 

industri tertentu  

Permintaan 

Kesepakatan 

Investasi  

64 18 Adanya pernyataan minat investasi asing pada di 

bidang industri yang dibuktikan dengan surat, record 

of discussion, letter of intense sebagai hasil dari 

kegiatan yang diinisiasi kedua belah pihak.  

6 Kuatnya Koordinasi dan 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Kerja Sama Industri 

Internasional  

Tingkat Kepuasan  Pemangku 

Kepentingan Internal 

Persen  80 (1 KPI) 80 (1 KPI) Persentasi penyelesaian pelaksanaan koordinasi 

dibuktikan dengan survey terhadap pemangku 

kepentingan internal dalam rapat terbuka  

Tingkat Kepuasan  Pemangku 

Kepentingan Eksternal 

Persen 75 (1 KPI) 75 (1 KPI) Persentasi penyelesaian pelaksanaan koordinasi 

dibuktikan dengan survey terhadap pemangku 

kepentingan eksternal dalam rapat terbuka 

Jumlah 281 84 

4. KPI DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL 

10 



II. RENCANA KERJA TAHUN 2012  
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RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 

1. Penyiapan posisi runding dalam rangka negosiasi multilateral, regional 
dan bilateral (FTA/CEPA/CECA) 

a.Forum konsultasi teknis dalam rangka transposisi HS 2007 Ke HS 2012 
untuk seluruh FTA yang akan dan telah diimplementasikan; 

b.Forum konsultasi interdep dalam rangka koordinasi penyiapan posisi 
runding dan pemanfaatan peluang kerjasama teknis. 

c.Partisipasi aktif dalam  perundingan internasional di dalam dan di luar 
negeri. 
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2. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan promosi produk dan promosi 
investasi di luar negeri. 
a. Keikutsertaan dalam pameran internasional di luar negeri antara Lain : 

1) KYOTO-JEPANG (13TH WORLD EXPO, APRIL 2012) 
2) SWITZERLAND (MUBA EXHIBITION, APRIL 2012) 
3) YEOSU-KOREA (INT’L EYEOSU KOREAXPOSITION, MEI 2012) 
4) MEXICO (MEXICO ALMENTARIA, JUNI 2012) 
5) TOKYO-JEPANG (GIFTEX JAPAN, JULI 2012) 
6) AFRIKA SELATAN (AFRIC’S BIG SEVEN, JULI 2012) 
7) SYDNEY AUSTRALIA (SYDNEY INT’L SPA & BEAUTY, AGUSTUS 2012) 
8) XIAMEN-RRT (CHINA INT’L FAIR, SEPTEMBER 2012) 
9) MELBOURNE-AUSTRALIA (MELBOURNE TRADING EXPO, OKTOBER 

2012) 
10)CANTON-RRT (CANTON FAIR, OKTOBER 2012). 

b. Koordinasi penyelenggaraan pameran serta evaluasi secara berkala 
hasil-hasil pameran produk industri di luar negeri; 

c. Penyusunan buku pedoman pameran internasional Kementerian 
Perindustrian. 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 
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d.Road show pimpinan Kementerian dan pelaksanaan temu bisnis di 
luar negeri dalam rangka promosi investasi sektor industri (Afrika 
Selatan, Argentina); 

e.Koordinasi pelaksanaan pertemuan dengan delegasi pemerintah / 
pebisnis asing di dalam dan luar negeri; 

f. Diseminasi informasi posisi kemenperin dalam berbagai FTA/CEPA 
serta informasi berbagai kebijakan terkait pengembangan industri 
nasional Kepada Para Pejabat Fungsi Ekonomi KBRI/ Para Atase 
Perindustrian / Perdagangan (Thailand, Afrika Selatan, Amerika 
Serikat dan Eropa Timur). 

14 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 



3. Kajian /analisis melibatkan tim ahli berupa : 

a.Analisis untuk mengukur manfaat implementasi FTA bagi sektor 
industri, bekerjasama dengan Tim Indef / FEUI; 

b.Penyusunan roadmap pengembangan jasa profesi indutri menghadapi 
AEC 2015, bekerjasama dengan Tim ATMI Solo; 

c. Kajian teknis hasil pelaksanaan 4 (Empat) proyek konservasi energi 
bantuan Nedo Jepang, bekerjasama dengan Tim ITB 

 

15 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 



4. Pengembangan Sistim Informasi Ketahanan Industri berupa : 

a.Pengembangan “Industrial Resilience Information System” (IRIS) 
melibatkan Pusdatin dan dua tenaga ahli Korea; 

b.Pengembangan “Early Warning System” dalam rangka monitoring 
dampak FTA.  

c. Pengadaan data ekspor-impor dari dan ke seluruh dunia dari 20 
Negara;  

d.Fasilitasi dan pendampingan kepada dunia usaha dalam rangka 
pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri. 

16 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 



5. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama teknik di lingkungan kementerian : 
a. Fasilitasi pengadaan peralatan dan tenaga ahli dalam rangka model 

Project of Ethanol Production from Molasess in Sugar Factory, di PTPT 
X, Gempol Krep Mojokerto, bantuan Nedo Jepang; 

b. Fasilitasi pengadaan expert Korea dan pelaksanaan training di Korea 
dalam rangka pelaksanaan The Project of The Masterplan and Detailed 
Engineering Desain for The Establishment of Industrial Comlex in 
Boyolali District (Mou di tandatangani 14 Nopember 2011 antara 
Kemenperin dengan Koica). 

c. Fasilitasi pengadaan expert, training dan joint research dalam rangka 
kerjasama Kemenperin dengan Kitech Korea (Korea-indonesia Industry 
and Technology Cooperation Center). 

d. Fasilitasi pengadaan tenaga ahli Korea untuk ditempatkan di 
Kementerian Perindustrian dalam rangka Program World Friends 
Advisor (WFA) Korea. 
 
 

17 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 



e. Fasilitasi pengadaan tenaga ahli ke dalam negeri dan training ke 
Jepang dalam rangka implementasi kerjasama MIDEC IJEPA. 

f. Fasilitasi tindak lanjut proyek kerjasama teknik dalam rangka 
fasilitasi pengembangan industri lokal di provinsi Sulawesi Selatan 
bantuan JICA Jepang. 

g. Fasilitasi pengadaan tenaga ahli JICA Untuk ditempatkan di 
Kementerian, Balai-balai dan Sentra Industri. 

h. Menindaklanjuti konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam 
rangka mendorong implementasi MOU/LOI/ROD secara bilateral 
dengan negara mitra dan atau lembaga donor (RRT, Jerman, 
Turki, Iran, India, UNIDO). 

18 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 



6. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti : 
 
Pengadaan alat pengolah datadalam rangka pembuatan IRIS, Pembuatan 
partisi ruangan Ditjen KII, Peningkatan kapasitas bagi Palestina, Paket 
meeting ASIAN Manufacturing Association, Pembelian data 20 Negara 
dalam mendukung pembangunan sistem informasi ketahanan industri, 
Penyewaan booth dari spesial disain pameran LN, Venue bussiness meeting 
di luar negeri, Pelaksanaan promosi investasi bisnis 

19 

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN POKOK TAHUN 2012 



III. PENANGANAN ISU INTERNASIONAL TERKAIT 
INDUSTRI  

 

20 
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1. TERKAIT DENGAN KESEPAKATAN LIBERALISASI 

NO. TAHAPAN 
KERJASAMA  

BILATERAL REGIONAL MULTILATERAL Tugas DJ-KII 

1. Tahapan 
Implementasi 

Indonesia – 
Jepang (IJEPA) 

ASEAN;  
ASEAN – China; 
ASEAN – Korea; 
ASEAN – India; 
ASEAN – Jepang; 
ASEAN – Australia/N2 
 

D-8; 
GSTP 

1. Melakukan monitoring 
dan mengukur dampak 
implementasi 
kesepakatan; 

2. Penyesuaian terhadap 
transposisi HS 2012 
terhadap hasil 
perundingan; 

3. Review hasil kesepakatan. 

2. Tahap 
Perundingan 

Indonesia – EFTA; 
Indonesia – India; 
Indonesia – 
Korea; 
Indonesia – Uni 
Eropa; 
Indonesia - 
Australia 

- NAMA  
WTO 
APEC 
 

1. Mempersiapkan posisi 
runding Indonesia; 

2. Analisa Lost & Benefit 
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2. TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDUSTRI 
NO. JENIS KERJASAMA PROYEK TUJUAN 

1. JICA The Technology Cooperation 
Project for Facilitation of Local 
Industry Development in South 
Sulawesi Province 

Meningkatkan kapasitas Sulawesi Selatan dalam rangka 
percepatan manufakturisasi sumberdaya lokal melalui 
pengembangan dan penguatan klaster dengan 
memanfaatkan sumberdaya lokal 

NEDO, JEPANG  ÅApplication of Pre-glinder (PT. 
Semen Padang) ; 

ÅThe Model Project for High 
Performance Industrial Furnace 
(HPIF), (Completed Project); 

ÅEnergy Audit untuk beberapa 
industri yang besar penggunaan 
energinya; 

ÅConcerving Energy and Water in 
Textile Dyeing & Finishing 
Industry (CEW), (Completed 
Project); 

ÅWaste Heat Recovery Power 
Generation in the Cement 
Industry; 

ÅThe Model Project For Ethanol 
Production From Molasses In A 
Sugar Factory 

Pengembangan program konservasi energi untuk sektor 
industri dalam bentuk model project yang menggunakan 
peralatan dengan teknologi hemat energi dan ramah 
lingkungan 
 



23 

NO. JENIS KERJASAMA PROYEK TUJUAN 

3. UNIDO VIndonesian Country Programme 2009-2013, terdiri dari : 
ÁComp I: Poverty Reduction through Productive Activities 

Bertujuan untuk memberantas kemiskinan pada daerah-daerah 
tertinggal di Maluku dan sekitarnya dengan memfasilitasi 
pengembangan dan perbaikan kegiatan ekonomi berbasis 
pedesaan. 

ÁComp III: Energy 
Memfokuskan diri  pada proyek dan efisiensi penggunaan energi 
pada industri serta sosialisasi penggunaan energi terbarukan 
dalam hal mengurangi efek gas rumah kaca akibat aktivitas 
industri.  

ÁComp V: Cross-cutting issues (South-south Cooperation) 
Ditandatanganinya MoU Promosi Kerjasamasa Industri Selatan-
Selatan antara Kemenperin-UNIDO pada 4 Desember 2007  

ÁComp V: Cross-cutting issues (South-south Cooperation) 
Ditandatanganinya MoU Promosi Kerjasamasa Industri Selatan-
Selatan antara Kemenperin-UNIDO pada 4 Desember 2007 

VKerjasama Pembudidayaan Rumput Laut (Seaweed) 
Kerjasama antara Kemenperin c.q Ditjen KII dengan UNIDO terkait 
budi daya rumput laut di salah satu desa Latvuan di Maluku 
Tenggara, ditandatangani pada akhir tahun 2010. 

ÁMemberantas kemiskinan 
dan kelaparan 

ÁMempromosikan 
kesetaraan gender dan 
memberdayakan 
perempuan 

ÁMemastikan kelestarian 
lingkungan 

ÁMengembangkan 
kemitraan global untuk 
pembangunan 

 

4. KITECH Indonesia - KITECH on the establishment of Korean Institute of 
Industrial Technology / KITC 

Mendirikan lembaga 
kerjasama bernama KITC yang 
bersifat nirlaba dan berfungsi 
sebagai penghubung pelaku 
ekonomi di kedua negara.  
  

2. TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDUSTRI 
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NO. JENIS KERJASAMA PROYEK TUJUAN 

5. KITECH Indonesia - KOICA on the Master Plan Establishment of Industrial Zone 
in Boyolali District 

Merelokasi industri mereka 
ke Boyolali 

Indonesia - KIMS on the Material and Technology Science Menyelenggarakan penelitian 
bersama, expert dispatch, 
dan pendidikan bagi aparatur 
Kemenperin 

6. Lain – lain  Fasilitasi kerjasama teknik luar negeri yang telah dilakukan Ditjen KII 
diantaranya adalah penandatanganan kerjasama teknik dengan negara  
mitra ataupun instansi terkait yaitu : 
1) MoU Nedo-PT PN X tentang produksi etanol di pabrik gula;  
2) LoI KIMS ttg material science;  
3) MoU KIMS-BBLM ttg material science;  
4) Nota Kesepakatan Boyolali-Ditjen PPI ttg masterplan dan DED 

dalam rangka pembangunan industrial complex;  
5) RoD KOICA-Ditjen PPI ttg masterplan dan DED dalam rangka 

pembangunan industrial complex;  
6) Minutes of Meeting KOICA-Balai Besar Tekstil ttg bantuan peralatan 

uji kalibrasi dan standardisasi tekstil;  
7) Perjanjian Pusdiklat dalam rangka BLN dari Kfw Jerman tentang 

pendidikan (prog Bappenas);  
8) Agreed Minutes Joint Task Force Korea-Indonesia di Bali tentang 

kerjasama industri;  
9) China-CLFI dengan Ditjen KII dan  
10)MoU BtoB Masyarakat Singkong Indonesia dengan Nest Fortune 

Ltd tentang penyediaan lahan penanaman singkong 

Meningkatkan daya saing 
industri 

2. TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDUSTRI 
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3. TERKAIT DENGAN WTO 

Indonesia, 706.752 
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India, 1.631.970 

Cina, 5.878.257 

EU, 16.242.256 

Brasil, 2.090.314 

Jepang, 5.458.797 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

-20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00

A
ve

ra
ge

 A
p

p
lie

d
 T

ar
if

f 

GDP/capita 

Indonesian Average Tariff (MFN) Condition Compared to 
7(seven) Other G-20 Members 

a. Rata – rata tarif Bea Masuk Indonesia dibandingkan dengan 7(tujuh) negara G 20 

Ç Rata – rata tarif Indonsia 
6,8% sangat liberal 
sementara negara maju 
seperti Korea 12,1%, Brasil 
13,7%, China 9,1% dan 
India 13,0%. 
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b. Posisi Indonesia 

1. Indonesia tetap mengembangkan Industri sebagai tulang punggung pertumbuhan 
ekonomi; 

2. Mengembangkan kluster, utamanya industri barang modal, melindungi industri 
dalam tahap pertumbuhan; 

3. Indonesia tetap mempertahankan rata – rata applied tariff  untuk membangun 
ruang bagi program pengembangan klaster industri; 

 

c. Isu Terkait Remanufactured Goods 

Tanggapan Usulan US, Jepang, dan Selandia Baru tentang Remanufactured Goods.  

1. Indonesia beranggapan bahwa  tidak fair kalau Remanufactured goods disamakan 
dengan produk baru; 

2. Indonesia menolak usulan untuk mengeliminasi regulasi perdagangan tentang 
remanufactured goods; 

3. Kemenperin menijinkan impor remanufactured goods dengan syarat : 

a. Tidak dipasok dan diproduksi di Indonesia; 

b. Merupakan barang relokasi dari luar negeri. 

 

 

3. TERKAIT DENGAN WTO… 
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4. STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI  

Beberapa strategi pengamanan industri yaitu : 

1. Sebelum melakukan kerjasama internasional (FTA) perlu dilakukan kajian 
kemampuan industri domestiknya terlebih dahulu dan harus mengetahui di sektor 
mana saja produk domestik yang sudah siap untuk dibuka seratus persen, yang 
mampu bersaing dengan produk asing serta di sektor mana yang masih harus 
diproteksi demi pengembangan daya tahan pelaku industri nasional; 

2. Setelah melakukan kerjasama internasional perlu dilakukan evaluasi kemampuan 
industri dalam negeri (Renegosiasi); 

3.  Perlu adanya inventarisasi sumber daya alam, hal ini dikarenakan banyaknya  bahan 
mentah (bahan baku) yang diekspor, baik legal maupun ilegal, sehingga 
mengganggu kebutuhan dalam negeri dan dalam rangka program hilirisasi demi 
peningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, antara lain sektor 
pertambangan (Gas, Minyak Mentah), sektor perkebunan (sawit, rotan, karet, alami, 
coklat), sektor kehutanan(kayu dan pulp), sektor perikanan (ilegal fishing), sektor 
jasa dll; 

4. Perlu adanya inventarisasi hambatan-hambatan yang ada di dalam negeri  dan di 
buat di luar negeri untuk digunakan sebagai evaluasi untuk mengambil kebijakan 
yang sesuai dengan kepetingan industri nasional. 

 

 

 



IV. TANTANGAN LIBERALISASI KEDEPAN 
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1. Perkembangan yang Terjadi 
 a. Krisis yang dialami oleh Amerika mendorong  negara tersebut  mengusulkan   

pembentukan Trans Pasific Partnership; 

b. Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya berbagai negara maju mengajak 
negara – negara berkembang melaksanakan FTA melalui FTA Bilateral, Regional dan 
Multilateral; 

c. Negara maju memasukkan isu – isu berkedok lingkungan dll, padahal sebenarnya isunya 
terindikasi market access: 
Á Remanufacturing goods; 
Á Environmental good liberalization; 
Á ITA 

2. Posisi Indonesia 
 a. Indonesia belum mau ikut dalam Trans Pasific Partnership, karena Indonesia masih 

menpelajari terus manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari kerjasama-kerjasama 
ekonomi yang telah ditandatangani; 

b. Rata-rata Tarif  Bea Masuk Indonesia sudah lebih rendah dari India dan negara – 
negara maju jadi perlu hati –hati dengan FTA. 

c. Pengamanan Visi Indonesia, menjadi Newly Industrial Country in 2025 menjadi  fokus 
yang harus di perhatikan kalau ingin melakukan FTA dengan negara mana pun. Jangan 
sampai karenanya kita tidak bisa mengembangkan suatu industri tertentu, padahal 
industri tersebut sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. 



V. PENUTUP 
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   1, 2, 3 

Informasi daya saing 

industri nasional 

Masukan (need assessment) 

Instansi  dan Lembaga terkait 

Pusat  / Daerah 

KADIN / ASOSIASI / BUMN  

Unit-unit Kemenperin  
       

Setjen 
Itjen 
Ditjen 
BPKIMI 

Ditjen 

KII 

STAKEHOLDER  

PERSPECTIVE 
 
1. Terbantunya kepentingan 
industri Nasional untuk 
mengakses sumber daya 
industri secara efisien (5M) 
 
2. Meningkatnya Ketahanan 
Industri Nasional 
 
3.Terlindunginya  
kepentingan industri dan 
Jasa industri dari pengaruh 
globalisasi (Multilateral, 
Bilateral, Regional) 
 
 
4. Meningkatnya minat 
investasi industri dari luar 
negeri ke Dalam Negeri 
 
5. Kuatnya Koordinasi dan 
Fasilitasi Pelaksanaan Kerja 
Sama Industri Internasional 

STRATEGIC 

CORE 

 

Meningkatnya 

akses pasar, akses 

terhadap sumber 

daya industri (5M), 

teknologi dan 

kerjasama 

internasional 

 

1. Peranan Ditjen KSII dari Perspektif Pemangku Kepentingan 
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2. PENYIAPAN  POSISI DAN PEMANFAATAN HASIL FTA 

PENINGKATAN 
DAYA SAING 

PRODUK 
MANUFAKTUR 

KOMITMEN 
DILAKUKAN 
ECONOMIC 

COOPERATION ON 
PADA SETIAP 
KESEPAKATAN 

PENINGKATAN 
INFRASTRUKTUR  

PENCIPTAAN NTMs 
(SMART 

REGULATION) 

MENINGKATKAN 
INVESTASI 

MENDUKUNG 
INDUSTRI 

ANALISA LOST & 
BENEFIT FTA & CEPA 
SECARA AGREGAT 

MENYEIMBANGKAN 
LIBERALISASI, FASILITASI 

& COOPERATION 



33 

3. PENINGKATAN AKSES SUMBER DAYA INDUSTRI MELALUI KERJASAMA 
INTERNASIONAL  

1. Koordinasi pencarian peluang kerja 
sama di bidang teknis dalam rangka 
meningkatkan kualitas produk industri 
dan melakukan kerja sama di bidang 
riset; 

2. Pemantauan perkembangan standar 
produk-produk industri serta 
penerapannya di negara akreditasi; 

3. Penginformasian kebijakan 
pengembangan industri di negara  lain 

4. Penjajakan kemungkinan kerjasama; 
5. Koordinasi pendekatan kepada 

pemerintah di negara akreditasi untuk 
melakukan kerjasama dalam bidang 
standardisasi produk industri; 

6. Melakukan pendekatan kepada calon 
investor potensial di negara akreditasi; 

7. Memberikan pandangan dan gambaran 
yang rinci kepada calon investor luar 
negeri mengenai struktur industri di 
Indonesia. 



TERIMA KASIH 
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FTA Canada ï Chile 1997 

FTA : Chile ï Mexico 1999 

FTA : USA ï Chile 2004 

FTA : USA ï Singapore 2004 

FTA : USA ï Australia 2005 

FTA : Mexico ï Japan 2005 

FTA : Chile ï Brunei ï NZ ï 

Singapore 2006 

Japanôs Bilaterals: 

ÅSingapore 

ÅPhilippines 

ÅThailand 

ÅMalaysia 

ÅIndonesia 

ÅMexico 

SAPTA 
Bangladesh, Bhutan, 

India, Maldives, 

Nepal, Pakistan, Sri 

Lanka 

EU-MEXICO 

FTA 

ASEANôs FTA : 

ÅKorea 

ÅIndia 

ÅKorea 

ÅAustralia ï New 

Zealand 

ÅJepang 

EFTA 


